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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa PT. PLN Persero merupakan
Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yang sama artinya
sebagai suatu perusahaan. Berdasarkan makna pendirian suatu perusahaan,
maka PT. PLN Persero haruslah bertujuan untuk mendapatkan suatu profit
sebagai suatu perusahaan yang sehat. Lain sisi PT. PLN Persero sebagai salah
satu Badan Usaha Milik Negara mendapatkan penugasan khusus sesuai Pasal
66 Undang Undang BUMN, vyaitu untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan
umum sebagai Public Service Obligation (PSO) dalam menjamin ketersediaan
pasokan tenaga listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penugasan khusus yang diberikan pemerintah tersebut dengan memberikan
kompensasi atas biaya yang dikeluarkan olen PT. PLN Persero untuk
menjalankan fungsi PSO termasuk margin yang diharapkan. Margin inilah
yang merupakan keuntungan yang diperolenh PT. PLN Persero. Pemberian
penugasan khusus kepada PT. PLN Persero mendukung pelaksanaan tujuan
pembangunan ketenagalistrikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang
Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pembukaan Undang
Undang Dasar Tahun 1945 alenea keempat dan dijabarkan secara rinci dalam

Pasal 33 yang menjadi dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara, sehingga
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melalui penugasan khusus tujuan PT. PLN Persero sebagai BUMN berbentuk
Perusahaan Perseroan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang
Undang Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh PT. PLN Persero.
. Saran

BUMN memang harus kembali melihat maksud dan tujuan awal
dibentuknya BUMN vyaitu mengacu pada dasar konstitusi khususnya Pasal 33
Undang Undang Dasar 1945. Listrik merupakan hasil dari pemanfaatan
kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh
Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PT. PLN Persero
merupakan BUMN yang menyediakan kebutuhan listrik tersebut dan fungsi
pelayanan umum (Public Service Obligation) dilakukan oleh PT. PLN Persero.
Tetapi tetaplah idealnya PT. PLN Persero melakukan tujuannya untuk
mengejar keuntungan sebagaimana secara hukum ditegaskan dalam Pasal 1
angka 2 Undang Undang BUMN. Keuntungan yang diperoleh akan menambah
nilai guna PT. PLN Persero itu sendiri. Sehingga sebaiknya fungsi Public
Service Obligation dijalankan oleh BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum
(Perum), karena Perum memang didirikan dengan tujuan utama untuk
melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum sama seperti fungsi Public
Service Obligation. Saran lain yang dapat diberikan bila memang fungsi Public
Service Obligation tidak dapat dilaksanakan oleh BUMN lain yang berbentuk
Perum, maka ada baiknya PT. PLN Persero diubah bentuk menjadi Perum.

Agar fungsi Public Service Obligation dapat benar-benar dijalankan oleh PT.
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PLN Persero tanpa harus menanggung tujuan lain yaitu mengejar keuntungan,

karena hal tersebutlah yang mengurangi kepastian hukum.
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